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BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGL!
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI.

Menimbang @ bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 perlu | menetapkan  Peraturan  Bupafi  tentang
Penj'z_tbaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T-hun

Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Tingikat I dadam Wilavah Daerah-daerah Tinekai |
Ball, Nusa Tenggiua Borat dan Nusa Tenogara Timur (Lembaran
Negara Republik indoncsia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lentang Pajak Bumi «an
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19s5
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nontor
12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambalian

Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3569);




S

3.

_C,Tl

10.

ndang-ondang Nomor 17 Tahun 20003 rentang keuangan nNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesion Tahun 2003 Nomor 47

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indenesia Nomor 4359);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Nedara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 442 1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nemor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor -1844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daeralr (Letubaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukat

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik
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13.

14.

15,

16.

ndonesia Tahun 20171 Nomor &2, 1ampanan Lemwdian ivega: o

Republik Indonesia Nomor 5234}

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 4027}

. Peraluran Pemerintah Nomor 109 Tabhan 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahiun 2004 (entang Kedudukan
Protokoler dan  Keuandan  Pimpinan dan Anggota Dev oo
Perwakitan Rakvat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indone i
Tahun 2004 Nowmwor 90, Tambahan Lembaran Negara Repuboh
Indonesia Nomoer 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nemor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negoara Republik Indonesia Nomor 4712)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nemor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503):

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik mdonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);




“17. Peraturan Petherintal - Nomor 55 1anun  2uud Letvang—enia

18.

19,

20.

22.

23.

24.

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4375),

Peraturann Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintalh Nemor 57 Tahun 2005 tlentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia

Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolann
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Trhun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintaly Nomor 65 Taliun 2005 tentang Pedonian

Penvusunan  dan Pencrapan Standar - Pelavanan Minnnal
(Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005 tentang Pedoninn
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintah.o
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Non:o:
165, Tambahan Lembaran N@}.};ﬂl;ﬂ Republik Indonesia Nomwor
1593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali. lerakhir dengan Peraturan Menterl Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tenlang Perubahan Kedua Alas




Menetapkan :

(3
Pedoman Pengelolaan Kevangan Daeraly (Berita Negara Republik

Inconesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 lentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagair ana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Afas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Dacraly;

926. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angggaran 2014;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaien
Bangli Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bangli Nomor 1):

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {(Lembaran Daerah
Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomer 2. Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2;

29, Peraturan Dacraly Kabupaten Bangli Nomor Tahun 2014 tentong
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2011

[Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor
MEMUTUSEKAN

PERATURAN  BUPATI  TENTANG PENJABARAN - ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAM TALIUN ANGGARAN 2014,

Pasid 1
Anggaran Pendapaian dan Belanja Dacrah Kabupaten Bangli Tatoi
Anggaran 2014 terdiri atas

1. Pendapatan Daerah :
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. Dana Perimbangan KRp. B48.602.929.495,16
c. Lain-lain Pendapalan Yang Sah Rp.  117.832.284.760,00
Jumlah Pendapatan Rp.  721.635.214.255,16

2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pedawai Ry, 345.508.407.725.00
2) Belanja Bunea K. Q.00
3} Belanja Subsidi Ry 0.0
4) Belanja Hibah Rp. 35.076.399.300.00
5) Belarja Bantuan Sosial Rp. 4.473.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 2.420.830.00C,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 71.922.482.528.01
8) Belanja Tidak Tercduga Rp. 1.500.800.000.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung  Rp. 560.802.119.553,01

L. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 21.072.749.600.00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 133.919.731.031.09
3) Belanja Modal Rp. 68.879.169.056.06

Jumlah Belanja Langsung Rp. 223.871.649.687,15

Jumlah Belanja Rp. 784.773.769.240,16
Defisit Rp.  (63.138.554.985,00]

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 63.638.554.985,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 500.0060.000.00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 63.138.554.985.00

Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran

Tahun Berkenaan Ry 0.00

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinei lebih

lanjut pacda Lampiran Peraturan Bupali ini.




R R s ———

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal «

Pelaksanaan penjabaran APBD vang ditetapkan dabun peraturan i
ditnangkan lebilt lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesual dengan kelentuan perundang-
undangan.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal 1 Januari 2014,

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dalam Berila Dacrah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli

Diundangkan di Bangli

pada tgnegadd Januari 2014

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGL! TAHUN 2014 NOMOR 1




